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PUTUSAN

Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong  yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang  majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: 

Nur Jubaidah Binti Kasim Effendi, tempat dan tanggal lahir Sebulu, 27

Oktober 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga,

Pendidikan  Sekolah  Lanjutan  Tingkat  Atas,  tempat

kediaman  di  Jalan  Gunung  Kini  Balu,  Gg.  Ulin,  Rt.32,

Kelurahan Loa Ipuh,  Kecamatan Tenggarong,  Kabupaten

Kutai Kartanegara sebagai  Penggugat;

melawan

Endri  Hartono Al  Hasan  Alias  Endy Hartono  Alhasan Bin  Yakub,

tempat dan tanggal lahir Pondok Labu, 05 Oktober 1976,

agama  Islam,  pekerjaan  Swasta,  Pendidikan  Sekolah

Dasar,  tempat kediaman di  Jalan Gunung Kini  Balu, Gg.

Ulin, Rt.32, Kelurahan Loa Ipuh, Kecamatan Tenggarong,

Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan  Penggugat dan  Tergugat di muka sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat dalam surat  Gugatannya tanggal  11 Maret  2019

telah mengajukan Gugatan  Cerai Gugat,  yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  dengan  Nomor  383/Pdt.G/2019/PA.Tgr,

tanggal 21 Maret 2019,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
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1.  Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,

menikah pada tanggal 04 Desember 2009, terdaftar pada Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan

Kutipan Akta Nikah 800/18/XII/2009 tanggal 04 Desember 2009;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami

isteri  dan  bertempat  tinggal  rumah  sendiri  di  Kelurahan  Loa  Ipuh,

Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 9 tahun;

  3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

empat orang anak bernama: 

            a.   M. Adi Nur Hartono, lahir di Tenggarong 02 Maret 2011; 

            b.   Galang Febri Sharhukan, lahir di Tenggarong 25 Februari 2012; 

            c.   Olivia Aura Saputri, lahir di Tenggarong 09 Juli 2013; 

            d.   Aliando Saputra, lahir di Tenggarong 26 Juni 2014; 

       4.  Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2018 antara

Penggugat  dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran  yang  mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan

Tergugat  pada  akhirnya  menjadi  tidak  harmonis  lagi,  penyebabnya

antara lain oleh : 

            a. Tergugat memiliki sikap tempramental yang tinggi, sehingga jika

terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak

segan  melakukan  tindak  kekerasan  kepada  Penggugat  seperti

memukul jasmani Penggugat; 

            b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita, hal tersebut

Penggugat ketahui karena pernah melihat isi di HP Tergugat, ketika

Penggugat  bertanya  perihal  tersebut  kepada  Tergugat,  namun

Tergugat tidak mengakuinya; 

       5.  Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Agustus  tahun  2018,  yang  akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak itu pula tidak pernah

lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  
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  6. Bahwa Penggugat adalah masyarakat kurang mampu berdasarkan Surat

Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Loa Ipuh

nomor: 400/69/Sosial/KLI/3/2019, tanggal 05 Maret 2019;  

      7.  Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama

Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat  mengajukan  masalah  ini  ke

Pengadilan Agama Tenggarong;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut  Penggugat memohon kepada

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Endri Hartono Al Hasan

alias Endy Hartono Alhasan bin Yakub) terhadap Penggugat (Nur Jubaidah

binti Kasim Effendi);  

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;  

  SUBSIDAIR:

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

 Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan  Penggugat tidak datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas) Nomor  383/Pdt.G/2019/PA.Tgr tanggal 19 Maret 2019 dan tanggal 2

April  219  yang dibacakan di persidangan,  Penggugat telah dipanggil secara

resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya  Penggugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa  demikian  juga  dengan   Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  pada  hari  sidang  yang telah  ditetapkan,  Tergugat tidak  pula

menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai  wakil/kuasa  yang  sah,

meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor  383/Pdt.G/2019/PA.Tgr

tanggal   19  Maret  2019  dan  tanggal  2  April  2019   yang  dibacakan  di

persidangan,  Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

Halaman 3 dari 5 putusan Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Tgr

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata  bahwa  tidak  datangnya   Tergugat  tersebut  disebabkan  oleh  suatu

alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud  dan  tujuan  Gugatan   Penggugat

sebagaimana diuraikan di atas; 

Menimbang,  bahwa  karena  ternyata   Penggugat,  meskipun  telah

dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang

tidak ternyata bahwa tidak datangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang

sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Gugatan  Penggugat harus

dinyatakan gugur;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  a  quo dalam  bidang

perkawinan,  maka berdasarkan Pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7

Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama, sebagaimana  telah  diubah  dengan

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya  perkara  harus  dibebankan  kepada

Penggugat, namun oleh karena Penggugat telah mendapatkan izin dari Ketua

Pengadilan Agama Tenggarong untuk berperkara secara prodeo, maka biaya

perkara ini dibebankan kepada negara; 

Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

MENGADILI:

1. Menyatakan perkara Nomor 383/Pdt.G/2019/PA.Tgr gugur;          

2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.  356. 000 ( tiga ratus

lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;  
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis  tanggal  11  April  2019  Masehi,

bertepatan  dengan  tanggal  5  Syakban 1440  Hijriah,  oleh  kami  Drs.  H.

Taufikurrahman, M.Ag  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. dan

Drs. H. M. Mursyid  masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Majelis  tersebut  dengan  didampingi  oleh  Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh

Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti,  serta dihadiri oleh  Tergugat di

luar hadirnya  Penggugat; 

Hakim Anggota,

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid
Panitera Pengganti,

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya :
  1. Proses Rp       50.000,00
   2.Panggilan Rp     300.000,00  
  3. Meterai  Rp         6.000,00  

    
       

    Jumlah Rp     356.000,00
    ( tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah ) 
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